
PERAIRAN PELABUHAN - PENGERUKAN DAN REKLAMASI 

2015 

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2015/NO.53 

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengerukan Dan Reklamasi Perairan Pelabuhan 

ABSTRAK: • Pemanfaatan dan perlindungan lingkungan di perairan pelabuhan perlu 

dilakukan penataan dan pengelolaan lingkungan perairan pelabuhan melalui 

pengerukan dan reklamasi perairan pelabuhan untuk menunjang program 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Dalam rangka pelaksanaan pengerukan dan reklamasi perairan 

pelabuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan kepastian hukum dan 

kejelasan tanggungjawab, sehingga perairan pelabuhan dapat dimanfaatkan 

secara berkelanjutan dan menunjang pembangunan yang berwawasan 

lingkungan 

• UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU 

No.6 Tahun 1996; UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 

2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP 

No.19 Tahun 1999; PP No.82 Tahun 1999; PP No.27 Tahun 1999; PP No.25 

Tahun 2000; PP No.51 Tahun 2002; PP No.16 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; 

PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.61 Tahun 2009; PP No.5 

Tahun 2010; PP No.15 Tahun 2010; PP No.20 Tahun 2010 sebagaimana diubah 

beberapa kali terakhir dengan PP No.22 Tahun 2011; PP No.21 Tahun 2010; PP 

No.32 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; Permenhub No.27 Tahun 2012; 

Permenhub No.PM 52 Tahun 2011; Perda Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2013; 

Perda Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2014 

• Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum pengerukan dan 

reklamasi perairan pelabuhan; asas, maksud, tujuan, sasaran dan ruang 

lingkup; pengerukan; reklamasi; usaha pengerukan dan reklamasi; pembinaan 

dan pengawasan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; serta 

ketentuan penutup atas pengerukan dan reklamasi perairan pelabuhan. 

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015. 

• 28 halaman 

 


